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PUTUSAN
Nomor 4732/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam
perkara cerai talak antara :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxx lahir di Bogor, tanggal 11
Maret 1988, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Wiraswasta sebagai Home  Industri
Aluminium, tempat tinggal di x Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, No. Tlp:
XXXXXXX.
Sebagai “Pemohon”;

melawan

Tergugat, lahir di Tangerang, tanggal 20 Agustus 1992,
agama lIslam, pendidikan Sekolah Dasar,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal di xKabupaten Tangerang,
Provinsi Banten.

Sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di
muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20
September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
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4732/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah
melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 02 Oktober
2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagedangan, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor XxXxxxxxxxxxxx tertanggal 03 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon
telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXX,
perempuan, lahir di Tangerang, 11 Juni 2017;

4, Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan
Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari
2017 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
mulai terjadi perselisihan dan percekcokan, disebabkan:

4.1. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang
diberikan oleh Pemohon;

4.2. Termohon kurang jujur dalam hal keuangan;

4.3. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, seperti
kata hinaan dan binatang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 yang
mana Pemohon terpaksa pergi meninggalkan Termohon. Sehingga
sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak lagi
berhubungan selayaknya suami isteri;

6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin
dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap
Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk
melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 4732/Pdt.G/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi

Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal
19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar
dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tigaraksa cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXX) untuk
mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon
(xxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

3.  Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon
tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain
sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan,
meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil secara resmi
dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut karena Pemohon
tidak dikenal Desa Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten
Tangerang;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang
tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah
tercakup dalam putusan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak dikenal pada alamat yang
dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya sehingga
permohonan Pemohon tidak berdasarkan alasan yang sah dan dalam
hal ini timbul ketidakpastian mengenai wilayah hukum orang atau pihak
yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan
gugatan obscuur libel, dalam arti orang yang mengajukan permohonan
domisilinya kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak hadir dan tidak merubah
alamatnya semula, maka berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim
menilai permohonan Pemohon adalah permohonan yang cacat formil
karena alamat domisili Pemohon tidak jelas (obscuur libell), sehingga
permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun1989 segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon;

Mengingat pasal 271 RV serta ketentuan hukum serta Peraturan
Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet
ontvankelijke verklaard) ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah

Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Mursyida,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H. dan H. Samsul
Fadli, S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
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ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan
Nomor 4732/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 20 September 2021, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama,
dibantu oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H., sebagai Panitera
Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H.

Perincian biaya :

e Pendaftaran :Rp 30.000,00
e ATK Perkara :Rp 75.000,00
e Panggilan :Rp 275.000,00
e PNBP Panggilan :Rp 20.000,00
¢ Redaksi :Rp 10.000,00
e Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).
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